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Abstrak — Pelatihan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menengah saat ini. Kegiatan ini dimotivasi oleh kondisi di
mana banyak Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I masih belum
memahami dan menerapkan peraturan pajak terbaru secara benar dan lengkap, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian di Bidang Pajak Penghasilan. Pelatihan ini menjelaskan cara pengenaan pajak penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak Orang Pribadi dan Badan berbentuk
perseroan perorangan dan koperasi yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Kegiatan pelatihan dilakukan
dengan metode daring dan materi pelatihan diberikan kepada peserta dalam bentuk PowerPoint. Metode yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tes pra dan pasca
dilakukan untuk menentukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta webinar. Secara keseluruhan,
wajib pajak yang merupakan Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menengah merasa terbantu dalam
memperoleh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terbaru dan dapat menerapkan peraturan terbaru
dalam penyetoran pajak penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) secara benar
dan lengkap.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No. 20/2026, Peraturan Pemerintah No. 55/2022, Pajak Penghasilan, Orang
Pribadi, Usaha Kecil dan Menengah

Abstract — This tax training aims to improve tax knowledge and understanding for individual taxpayers and
small and medium enterprises. This activity was motivated by the situation where many small and medium
enterprises in the East Java I Directorate General of Taxes area still do not understand and apply the latest
tax regulations correctly and completely, namely Government Regulation Number 20 of 2026 concerning
Amendments to Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments in the Income Tax Sector.
This training explains how to impose income tax on business income received or obtained by individual
taxpayers and corporate entities in the form of sole proprietorships and cooperatives that have a certain gross
income. The training activity was conducted online, and training materials were provided to participants in
PowerPoint format. The methods used in implementing this activity consisted of preparation, implementation,
and evaluation. Pre- and post-tests were conducted to determine the increase in knowledge and understanding
of webinar participants. Overall, taxpayers who are individuals and small and medium enterprises felt helped
in gaining knowledge and understanding of the latest tax regulations and were able to apply the latest
regulations in paying income tax and reporting Income Tax Return (SPT) correctly and completely. .

Keywords: Government Regulation No. 20/2026, Government Regulation No. 55/2022, Income Tax, Individual
Taxpayers, Small and Medium Enterprise

1. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempekerjakan sebagian besar pekerja di Indonesia;
mereka merupakan tulang punggung perekonomian negara dan memberikan kontribusi signifikan
terhadap kemakmuran negara secara keseluruhan. Nilai bersih minimum sebesar Rp 50.000.000,00,
tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, atau hasil penjualan
tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 merupakan prasyarat bagi usaha mikro, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Pasal 6 ayat 1. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, usaha kecil adalah usaha yang memiliki angka penjualan
tahunan melebihi Rp 300.000.000,00 hingga maksimal Rp 2.500.000.000,00 atau nilai bersih
melebihi Rp 50.000.000,00 hingga maksimal Rp 500.000.000,00, tidak termasuk real estat dan
bangunan yang digunakan sebagai lokasi perusahaan. Namun, sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, usaha
menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00
hingga maksimal Rp 50.000.000.000,00 atau aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 hingga
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maksimal Rp 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut
berlokasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024), Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
meningkat menjadi 65,5 juta unit usaha pada tahun 2023, naik 1,7% dari tahun sebelumnya. 97% di
antaranya adalah usaha mikro, 2% adalah usaha kecil, dan 1% adalah perusahaan menengah.
Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024).
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyumbang 9.580 triliun, atau 61%, terhadap PDB. Angka ini
2,3% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencakup 97% dari
seluruh pekerja di negara ini, yang merupakan kontribusi signifikan lainnya terhadap tingkat
penyerapan tenaga kerja mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana UKM, atau usaha kecil dan
menengah, merupakan fondasi ekonomi Indonesia dan sangat penting untuk penciptaan lapangan
kerja. Usaha kecil dan menengah menghadapi sejumlah tantangan utama, termasuk modal,
pemasaran, bahan baku, teknologi, tenaga kerja, manajemen, dan sistem akuntansi. Faktor-faktor
yang menciptakan masalah ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pelatihan dan
pendidikan bisnis yang dimiliki para eksekutif bisnis. Sebagian besar pakar keuangan merasa bahwa
mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan bisnis yang memadai, sehingga mereka tidak terlalu
bersemangat untuk menambahkan informasi bisnis mereka, terutama jika mereka harus membayar
tunai untuk mendapatkan informasi tersebut (Budiwitjaksono et al., 2023).

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menyediakan
data tentang jumlah UMKM di Indonesia; namun, angka ini merupakan perkiraan dan tidak
mewakili jumlah UMKM yang sebenarnya di negara ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah UMKM
yang sangat besar dan fakta bahwa sebagian besar UMKM belum mendaftarkan perusahaan mereka,
yang membuat pengumpulan data menjadi sulit. UMKM dapat didefinisikan sebagai pelaku usaha
yang telah mencapai keberhasilan dalam mengembangkan beberapa bagian dari kegiatan usaha
mereka, seperti mengembangkan institusi, pangsa pasar, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan
sumber daya manusia. Pemerintah sendiri terus mendorong UMKM untuk merangkul digitalisasi
agar dapat berkembang lebih jauh. Pemerintah menginginkan 30 juta UMKM menjadi digital pada
tahun 2024. Namun, adopsi digitalisasi di UMKM tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor tertentu,
seperti ekspektasi kinerja, upaya yang dirasakan, kondisi yang mendukung, dan tekanan persaingan,
sangat memengaruhi keputusan untuk merangkul digitalisasi (Hojnik & Hudek, 2023)

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa sebanyak 3,79 juta UKM telah
menggunakan platform internet untuk pemasaran produk. Angka ini mewakili sekitar 8% dari
seluruh peserta UKM di Indonesia. Kementerian Perdagangan menargetkan percepatan digitalisasi
di 1.000 pasar tradisional dan 1.000.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di
seluruh Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kemendag Targetkan
Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di Tahun 2022-2024, 2022). Digitalisasi
pasar tradisional bertujuan agar pasar tradisional memiliki pasar dan terbiasa menggunakan platform
untuk memasuki era digital, termasuk dalam hal perpajakan, baik dalam hal penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan pajak untuk Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

Bagi banyak Wajib Pajak Kecil dan Menengah, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
pajak penghasilan merupakan proses yang menantang. Wajib Pajak Kecil, dan Menengah
menanggung beban yang tidak proporsional dalam mematuhi berbagai bentuk peraturan, khususnya
aturan dan perundang-undangan pajak. Mematuhi peraturan pajak seringkali mengakibatkan
peningkatan biaya dan pengurangan keuntungan yang signifikan. (Ernest et al., 2022). Banyak
perorangan, perseroan terbatas, perusahaan swasta (Commanditaire Venootschap/CV), dan wajib
pajak kecil dan menengah lainnya masih kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang
akuntansi dan perpajakan. Lebih jauh lagi, sejumlah besar wajib pajak mikro, kecil, dan menengah
gagal mematuhi undang-undang dan pedoman pajak terbaru, yang menyebabkan kesalahan dalam
pengenaan, perhitungan, dan pelaporan pajak setiap hari, serta dalam pelaporan pajak penghasilan.
Wajib pajak kecil dan menengah dapat mengalami kerugian akibat kesalahan-kesalahan ini, serta
denda atau bunga pajak.
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Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah harus patuh dalam membayar dan melaporkan
pajak, karena ada sanksi administratif yang menunggu jika Wajib Pajak Badan tidak membayar
Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan adalah tanggal
15 bulan berikutnya. Jika pada tahun pajak berjalan, omset bruto wajib pajak melebihi Rp 4,8 miliar,
wajib pajak masih akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% hingga akhir tahun
pajak yang bersangkutan. Perhitungan normal baru akan dilakukan pada tahun pajak berikutnya.
Jika pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% telah berakhir (Direktorat Jenderal
Pajak, 2023), Wajib pajak diharuskan untuk menyimpan pembukuan agar dapat menghitung Pajak
Penghasilan yang harus dibayar dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, 2008), yang sebagian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Namun, jika Wajib Pajak masih memiliki omset
bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar pada akhir masa berlaku, Wajib Pajak dapat menghitung
penghasilan bersih menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan NPPN,
Wajib Pajak perlu mengalikan omset bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan
untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan lepas. Selain itu, Wajib Pajak juga diharuskan membuat
catatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2022),
Pasal 59 ayat 1, jangka waktu berikut berlaku untuk penggunaan Pajak Penghasilan Final 0,5%,
wajib pajak perorangan memiliki tujuh tahun pajak, wajib pajak badan usaha memiliki empat tahun
pajak dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, perusahaan, BUMN atau perseroan gabungan, atau
perseroan perorangan, dan wajib pajak badan usaha memiliki tiga tahun pajak dalam bentuk
perseroan terbatas. Terdapat ambang batas omzet bruto hingga Rp 500 juta per tahun bagi wajib
pajak perorangan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

Peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Akhir untuk wajib pajak perorangan dan
Usaha Kecil dan Menengah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026 yang dikeluarkan oleh
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2026 (Presiden Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah No 20/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, 2026). Regulasi baru ini dikeluarkan untuk
mengatasi praktik pengelompokan dan pemecahan perusahaan yang telah digunakan oleh wajib
pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha, untuk menghindari ambang batas Rp 4,8
miliar. Pengelompokan adalah strategi perencanaan pajak untuk menjaga pelaporan omset sedikit di
bawah ambang batas tahunan sebesar Rp 4,8 miliar. Tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban
pembukuan dan mempertahankan tarif pajak penghasilan final yang sangat rendah, yaitu 0,5%.
Pemecahan perusahaan adalah strategi perencanaan pajak di mana suatu bisnis membagi satu
perusahaan besar menjadi entitas yang lebih kecil dan terpisah untuk tetap berada di bawah batas
pendapatan dan memenuhi syarat untuk tarif pajak yang lebih rendah, yaitu tarif Pajak Penghasilan
Final 0,5%, meskipun otoritas pajak sekarang memblokir hal ini dengan menambahkan aturan
substansi ekonomi. Ini merupakan indikasi penghindaran pajak karena secara ekonomi mereka
adalah kelompok bisnis yang mampu membayar pajak yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026, wajib pajak yang dapat menggunakan Pajak
Penghasilan Final 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseroan
perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000,000 dalam satu tahun pajak.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026, Pasal 58 ayat 1, peredaran bruto meliputi jumlah
keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang
dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran
bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau
nilai vang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/ atau potongan sejenis dan ditentukan
berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri.
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Beberapa faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak kecil dan menengah. Religiusitas,
sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak sebagian berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak, sedangkan etika keuangan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak mikro, kecil,
dan menengah (Palupi & Arifin, 2023). Dalam penelitian lain, etika uang (sebagai dimensi
psikologis) dan sosialisasi pajak (sebagai dimensi sosial) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepatuhan pajak. Karma phala (sebagai dimensi spiritual) memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis. Ketika perilaku individu mencerminkan komitmen
dalam filosofi agamanya, diharapkan hal itu dapat mengendalikan perilaku menyimpang dan
perilaku baik dalam kewajiban perpajakan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Dalam hal keadilan
pajak, kekuatan isomorfik dan respons strategis memiliki kekuatan prediktif terhadap kepatuhan
pajak. Efek mediasi yang signifikan dari keadilan pajak dan juga respons strategis ditemukan.
(Musimenta et al., 2017).

Faktor penting lainnya adalah sistem pajak elektronik, seperti yang kita ketahui bahwa
Indonesia menerapkan sistem pajak baru termasuk untuk Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah,
yaitu Coretax pada awal tahun 2025. Sikap terhadap sistem pajak elektronik, adopsi sistem pajak
elektronik, dan kekuatan isomorfik secara signifikan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak.
Kekuatan isomorfik memiliki daya prediksi yang tinggi terhadap kepatuhan pajak dibandingkan
dengan sikap terhadap sistem pajak elektronik. Lebih lanjut, isomorfisme koersif, normatif, dan
mimetik sebagai konstruk dari kekuatan isomorfik secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak
(Sadress et al., 2019).

Kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak masih relatif rendah. Penyebab rendahnya
kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan kasus korupsi oleh pejabat
tinggi yang masih banyak terjadi (Murtiningtyas et al., 2024). Sejalan dengan penelitian ini, menurut
(Khoirinnisa, 2023), Besarnya jumlah Wajib Pajak Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan pajak yang sangat besar, sehingga otoritas publik
harus meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Namun, kenyataan bahwa sebagian besar
pelaku usaha gagal membayar pajak dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak merupakan masalah
serius yang harus ditangani. Meskipun pemerintah telah menyediakan alat untuk pembayaran pajak
yang mudah melalui situs web, beberapa pelaku usaha belum mahir dalam teknologi digital.
Akibatnya, penting untuk menggunakan taktik yang dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha
tentang perlunya membayar pajak. Taktik ini meliputi sosialisasi pajak, pembaruan sistem, dan
pembuatan aturan atau sanksi bagi UMKM yang gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan.
(Murtiningtyas et al., 2024). Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Kecil dan
Menengah dalam membayar pajak dapat menggunakan strategi berupa transparansi dalam
pengelolaan dan penggunaan dana pajak (Khoirinnisa, 2023).

Dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan
UKM, tidak hanya peningkatan pengetahuan pajak yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan
teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal
ini menyoroti potensi penting teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran
pajak di kalangan wajib pajak kecil dan menengah serta menyediakan akses yang lebih mudah dan
efisien terhadap informasi terkait pajak. Oleh karena itu, dalam merancang program pendidikan
pajak dan layanan pajak, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi program-program tersebut serta memperluas jangkauan dan aksesibilitasnya
kepada seluruh wajib pajak kecil dan menengah di Indonesia (Michael & Widjaja, 2024).

Peraturan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan peraturan
pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 (Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sosialisasi peraturan perpajakan terbaru dilaksanakan dalam
bentuk seminar perpajakan dengan tema Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 bagi Wajib
Pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Wajib
Pajak memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan Pajak
Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha, Kecil, dan Menengah, serta untuk mendukung penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2026, khususnya di Kantor Daerah DJP Jawa Timur 1.
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Sebagian besar pelatihan atau konseling memberikan kemudahan bagi pemilik Usaha Kecil
dan Menengah untuk menghitung pajak, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan
bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah dengan cara yang lebih nyaman bagi wajib pajak,
khususnya Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (Fuadah et al., 2022). Tujuan dari kegiatan
pengabdian masyarakat berupa seminar Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk wajib
pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah adalah untuk membantu Wajib Pajak Mikro, Kecil
dan Menengah memahami perhitungan pajak penghasilan dan pengisian serta pelaporan Pajak
Penghasilan, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai masalah pajak yang dihadapi Wajib Pajak
Mikro, Kecil dan Menengah dalam praktik, mendukung penerimaan pajak penghasilan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya di Kantor Regional DJP Jawa Timur 1.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar pajak dengan tema Pelatihan Peraturan
Pemerintah No. 20/2026 untuk Wajib Pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah merupakan
salah satu metode sosialisasi pajak yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman pajak wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Proyek pengabdian masyarakat
ini diselesaikan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu, 27 Juni 2026,
pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, menggunakan Zoom sebagai media.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan webinar atau kuliah daring dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a.  Membuat aktivitas dan konten materi webinar.
b. Membangun modul untuk webinar.
c. Meminta panitia membuat tes pra dan pasca.

Data dari analisis tes sebelum dan setelah kegiatan pengabdian masyarakat dianalisis,
kemudian disajikan secara deskriptif. Tes sebelum kegiatan pengabdian masyarakat merupakan
langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya, narasumber
memberikan materi dan melakukan sesi tanya jawab. Terakhir, kegiatan diev aluasi dengan
memberikan tes setelah kegiatan pengabdian masyarakat kepada peserta, menganalisis jawaban
mereka, dan mendiskusikan bagaimana webinar tersebut dilaksanakan. Gambar 1 menggambarkan
prosedur dan metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Peserta dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini mencapai 121 peserta dari berbagai daerah di wilayah Indonesia dengan dominasi
peserta Wajib Pajak Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menegah dari wilayah Jawa Timur dan
sekitarnya.

Tahap Persiapan Tahap Implementasi
Desain Konten Aktivitas & Pre-test
Materi Webinar Materi Presentasi
Membuat Modul Webinar Tanya Jawab

Membuat Pre-test & Post test

Tahap Evaluasi Tahap Review

Post test Memeriksa Hasil Jawaban

(Membandingkan Hasil Pre-test & Post
Umpan Balik Partisipan test)

Rekapitulasi Umpan Balik Partisipan

Gambar 1. Metode dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sesi webinar, peserta mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan
pengetahuan mereka tentang materi yang dibahas. Tujuan seminar perpajakan, yang berbentuk
pengabdian masyarakat, adalah untuk mengajarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 20/2026
untuk wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Kemudian setelah pre-test,
penyampaian materi dilakukan melalui penyampaian materi oleh dua pembicara, yaitu satu orang
dari Direktorat Jenderal Pajak dan satu dosen dan dimoderatori oleh satu moderator melalui media
rapat Zoom seperti yang ditunjukkan pada beberapa gambar di bawah ini termasuk tentang surat
pernyataan peraturan pemerintah No. 55/2022 pada Gambar 3 dan subjek pajak baru pajak
penghasilan akhir pada Gambar 4. Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Penjelasan materi mencakup konsep perpajakan untuk usaha kecil, dan menengah, contoh
perhitungan Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, dan penjelasan pengisian Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan bagi wajib pajak yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Modul webinar yang dipresentasikan selama webinar ini dibuat dalam bentuk file PowerPoint yang
ditunjukkan pada Gambar 6.

® Cdp
Mudah Mengerti

Perubahan
Pengaturan
PPh Final 0,5%

Sesuai PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan
atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

“surat Keterangan

Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022
(dahulu Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018) Masa Berlaku

Bagl WP yang terdaftar setelah tanggal 20 Desember 2022
Jangka waktu dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak

bersan tan terdafar,
1o,

Bagi WP /8
terdaftar sebelum 20 Desember 2022:
Jangka waktu dihitung sejak Tahun 2022

Gambar 3. Presentasi tentang Surat Keterangan di Peraturan Pemerintah No 55/2022
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Pasal 57 ayat (1)

Perubahan #1: Pengaturan Ulang Subjek Pajak PPh

16
Final sebagai Sarana Anti Penghindaran Pajak
Subjek PPh Final 0,5%: WP dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 Miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak
Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022) PP 20 Tahun 2026
Subjek PPh Final 0,5%, mencakup: Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:
+ Wajib Pajak Orang Pribadi Waiib Pajak .
+ Wajib Pajak Badan berbentuk D";"' ;'ibm Wajib Pajak Badan berbentuk:
Persekutuan Bedlalay { l y
Komanditer (CV) ok Yang peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 Miliar dalarm 1 (satu) Tahun Pajak
Semu;
Firma wp 5 ,'I',::':: —Implikasi Sejak Tanggal 22 April 2026 ————
(PP55) Sasaran

g baru

(PP 20)

BUMDes/BUMDes

Bersama enty
Pas sruf b UL PPh,
s SO, dengan mempemmba»ghn Pasal 31E UU PPh dikenokon o
0 Orang P Bacan 24 UMEM) penghasilan neto yang sudah diketahui lalui pembukuan yang telah
x disusun, lr-n[., arkan ketentuan sektoral 1g-masing.

wwwpajak go.id

Gambar 4. Presentasi PowerPoint tentang Subjek Pajak Baru dari Pajak Penghasilan Final

(2] Aot ] X

operator 1 Charisma Kauts.

Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dengan Para Partisipan

[——— S )
Contoh Penghitungan Batasan Peredaran Bruto 2 | Penggak Pered Bruto Suami-Istri =
Batasan omzel sebesar 48 Millr delam 7 tahun paisk terskhir beserta PT OP yang Didirikan

Penentian jumlan perecaran ruts dengan atason tidsk melbivl Rp48 Milsr

Dua Sumber Penghasilan di 2026 Dua Sumber Penghasilan di 2026 farar bruto suami

o @ 1o s Pretoan Pectangan yong

-l Jozs Pekerison didirkan o suae- s trsebut
] S s O. Betas Agan Eong
onm, (Rr2:s Millar) | "R W e &=t s millan Hlusrasi Kasus & Dampaknya
Tahun Pajak 2026
Total Omzet 2026 = DAPAT Totsl Onnzee 2026 = TIDAK BISA () oo seos suami sbage oo RpsOMIr  jmplikasi Mulai Tahun Pajak 2027
Menggunnkan PP ili Mengwnakan FPI\ FT OF millk Suami ncustr Masanan Ringan)  R1.0 Millar . Suam
Rp3 Miliar (¥ JEETC LGN Rp6 Miliar | X EIEREAG
Usaha It 2k RpzoMiar d
il b g ckanaban arf BB Finsl 0% 121
T OP ik s vialzhel Ro05 Milar padaubun e 202 eslr
s s s el bess

1 parse
16 R

T
et et

i"‘ TOTAL GABUNGAN OMZET  Rp6;S Miliar

melebihi barasan g, Wilar

—_— ——

—_— Wk

Bila WP PPh Final 0,5% Menjual

45
Barang/Jasa Kepada Pemotong/Pemungut
WP OP PPh Final 0,5% Selain WP OP omzet
omzet < 500 Juta < 500 Juta
WP OP yang menyerahkan Surat Pernyataan Peredaran WP Grang Pribadi deng ta, Koperasi,
Usaha di Bawah 500 Juta sesuai Formaf r\p\lm haruf maupun Badan yang masih mengguraan PP Final 5% dan telan
© PAIK 164 Tahun 2023 kepsca pemotong/oemungut menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemotong/Pemungut,
tetap diterbitkan Bukti Pemotongan dehgan mla\ PP diterbitkan Bukti Pematangan PPh Final 0,5% cleh Pemoteng atau
Rp0 {Nihil) aleh Pematong/Femungul Pemungut, buksn bukti pematongan PPh Passl 23 maupun Pasal 22
Kode Objek Pajak Kode Objek Pajak
pemotongan: 28-423-03 pemaotongan:

e b

[o—

Gambar 6. Modul Webinar berupa PowerPoint
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Dengan menggunakan Google Form, pertanyaan daring untuk tes pra dan pasca diberikan.
Pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan pilihan ganda. Tabel 1 menampilkan sejumlah
pertanyaan pre-test dan post-test. Gambar 10 menyajikan analisis deskriptif hasil pre-test dan post-
test peserta. Perbandingan hasil post-test dengan hasil pre-test peserta, temuan post-test
menunjukkan peningkatan rata-rata 10%-20% dalam jawaban benar. Hal ini menunjukkan
bagaimana pengetahuan dan pemahaman peserta meningkat sebagai hasil dari materi yang mereka
pelajari selama kegiatan webinar.

Tabel 1. Pre-test dan Post test untuk Para Partisipan

Nomo

Persentase Jawaban Benar

v Pertanyaan
Pre-test Post test
1 Kewajiban Pajak untuk usaha kecil dan menengah 60 70
2 Prosedur Penggunaan Pajak Penghasilan Final 50 65
3 Periode Penggunaan Pajak Penghasilan Final 45 65
Kewajiban Pembukuan untuk usaha kecil dan
4 30 50
menengah
5 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Final 60 70
6 Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Penghasilan Final 50 65
7 Kewajiban PPN untuk usaha kecil dan menengah 30 45
Kewajiban Pajak Setelah Penggunaan Pajak
8 . . 20 35
Penghasilan Final
Jatuh Tempo Pembayaran SPT Tahunan Pajak
9 . 65 75
Penghasilan
10 Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Pajak 70 20
Penghasilan
70%
62%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Pre-test Post test

Gambar 7. Hasil Pre-test dan Post-test Para Partisipan

Pengetahuan dan pemahaman menyeluruh dari wajib pajak usaha kecil dan menengah
mengenai peraturan, perhitungan, pengisian, dan pelaporan pajak penghasilan bagi wajib pajak
tersebut menjadikan kegiatan ini sukses. Temuan pre-test dan post-test, yang menunjukkan
peningkatan jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar, sejalan dengan tujuan yang telah
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ditetapkan. Tes-tes ini diselesaikan oleh wajib pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah di awal
dan akhir kegiatan.

Evaluasi peserta terhadap kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah merasa puas dengan pengetahuan dan pemahaman baru mereka tentang
perpajakan terbaru untuk usaha-usaha tersebut. Mereka juga menyatakan keinginan agar kegiatan
tersebut diulang, lebih disukai secara tatap muka dan dengan durasi yang lebih lama, sehingga
peserta dapat berdiskusi tentang penerapan perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (misalnya,
format dan prosedur pengisian lampiran daftar peredaran bruto terbaru dan sertifikat peredaran bruto
yang masih di bawah 500 juta rupiah) dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh para pelaku usaha
tersebut (misalnya, Surat Permohonan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) dan audit
pajak).

4. KESIMPULAN

Wajib pajak usaha kecil dan menengah dapat memperoleh manfaat dari peningkatan
pengetahuan dan pemahaman pajak melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar pajak
dengan tema Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk wajib pajak perorangan dan usaha
kecil dan menengah. Peningkatan rata-rata sebesar 10%—20% dalam jawaban benar antara hasil
post-test dan pre-test peserta menunjukkan bahwa wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah
telah menjadi lebih berpengetahuan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan
mampu menerapkan persyaratan pajak untuk jenis usaha tersebut, termasuk perhitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif. Sifat daring dan
keterbatasan waktu dari proyek pengabdian masyarakat ini menyulitkan untuk memberikan
pemahaman menyeluruh kepada peserta tentang cara kerja pajak untuk usaha mikro, kecil, dan
menengah. Oleh karena itu, untuk membantu wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, dan
menengah menerapkan pelaporan pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, pelatihan pajak
tatap muka diperlukan dan jadwal pendampingan bulanan akan dibutuhkan untuk meninjau dan
menindaklanjuti implementasi pajak untuk usaha kecil dan menengah di coretax dan mekanisme
perhitungan Pasal 22 Pajak Penghasilan untuk pasar online yang akan berdampak pada penjual
perorangan dan usaha kecil dan menengah di pasar online mulai 1 Agustus 2026. Perubahan ini akan
berdampak besar pada wajib pajak, terutama wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah.
Pelatihan pajak juga dapat dilaksanakan untuk wajib pajak di kantor regional Direktorat Jenderal
Pajak lainnya.
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